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BAB IV 

TINJAUAN MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN 

KANTONG PLASTIK BERBAYAR DI MINIMARKET SURABAYA 

 

Menjaga lingkungan dan alam tidak hanya menjadi tanggung jawab dari 

pemerintah melainkan seluruh masyarakat juga harus bertanggung jawab dan 

bersama-sama melestarikannya. dalam ajaran Islam juga diperintahkan untuk 

tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Alloh SWT: 

       ....  

‚Dan  janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya...”(Q.S. Al-A’raf: 56)
1
 

Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan 

kerusakan di bumi. Salah satu kerusakan di bumi juga disebabkan oleh 

pencemaran sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah 

diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk 

menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan 

seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan 

serta tetap menjaga kelestariannya. 

Menurut bapak Sutori selaku staff bagian perdagangan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, sumber masalah dari pencemaran 

sampah plastik kebanyakan diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri yang kurang 

sadar akan dampak dari pencemaran tersebut. Bahkan, bisa dilihat di berbagai 

pusat perbelanjaan masih banyak konsumen yang tidak membawa kantong 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah...,157. 
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belanja pribadi. Pola pikir masyarakat yang tidak suka membawa kantong belanja 

sendiri karena dianggap rumit menjadi sebab tersendiri yang harus diselesaikan 

lewat kesadaran masing-masing individu.
2
 

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan langkah yang dilakukan 

oleh pemerintah demi mengurangi pencemaran sampah kantong plastik. Secara 

hukum normatif, kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan amanat Undang-

Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 19 dan 20. Inti dari kedua pasal tersebut berisi 

tentang aturan bahwa pengelolaan sampah dan sejenisnya dapat dilakukan 

dengan cara pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana pengurangan 

sampah dapat diwujudkan dengan kegiatan pengurangan timbulan sampah. 

Kebijakan kantong plastik berbayar tersebut juga tidak melanggar UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena didasarkan pada: 

1. Tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian kantong 

plastik belanja sekali pakai merupakan kewajiban pelaku usaha maupun 

sebagai hak konsumen 

2. Berdasarkan keterangan pihak APRINDO, sesungguhnya kantong plastik yang 

selama ini diberikan pelaku usaha kepada konsumen ternyata bukan barang 

gratis karena biaya penyediaan kantong plastik tersebut sudah dimasukan ke 

dalam harga produk-produk yang dijual oleh pelaku usaha 

3. Hasil pengamatan kami di lapangan, terdapat pelaku usaha ritel yang sudah 

cukup lama menerapkan kantong plastik belanja tidak gratis jauh sebelum 

                                                           
2
 Sutori, Wawancara, Surabaya, 28 Juli 2016. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

adanya Surat Edaran dan faktanya tidak ada permasalahan hukum yang terkait 

dengan perlindungan konsumen dengan menjalankan kebijakan itu.    

Dalam pandangan modernisme Islam, hukum Islam yang akan 

dilaksanakan ialah hukum Islam yang modern, yang sesuai dengan konteks 

negara.
3
 Merujuk pada kaidah fikih, kebijakan penerapan kantong plastik 

berbayar sejalan dengan salah satu kaidah yang berbunyi: 

  تَ تَلرُّ فُ  الإِ تَ الإِ  تَ تَ   الرّ لإِ يَّ لإِ  تَ نُفُ وْ طٌ  لإِ اوْ تَ وْ تَ تَ لإِ  التَ  يَّ لإِ 

“Kebijakan pemimpin atas rakyat berkaitan dengan maslahah umum”.
4
 

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau 

masyarakat.   Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan 

kepentingan rakyat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu 

mumutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara’. 

Tujuan syara’ meliputi semua yang terkandung dalam maqa>s}id al-shari>‘ah yang 

terdiri dari hifdzu al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-di>n, hifdzu al-ma>l, hifdzu al-

nasl. Dalam salah satu kaidah usul fiqih juga dijelaskan: 

تَ تَ الإِ لإِ 
تَ تَ الإِ لإِ  فُ تَ يَّافُ  تَ تَ   تَ وْ لإِ  ا

  تَ وْ فُ  ا

Artinya:  yaitu  meninggalkan  sesuatu  yang  dianggap  fasid  (rusak)  itu  lebih 

diutamakan untuk mendatangkan seuatu yang baik.
5
 

                                                           
3
 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 

Indonesia, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 86. 
4
  Nashr Farid dan Abdul Aziz, Qowa’id Fiqhiyyah,(Jakarta: Amzah, 2009), 17. 

5
  Ibid., 19. 
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Maksud kaidah  diatas  ialah  mengutamakan  untuk  meninggalkan 

sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu 

yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat didalamnya, tetapi 

tidak  sampai  menimbulkan  madharat  yang  dapat  membinasakan  kehidupan 

manusia. Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karena adanya 

keburukan-keburukan  yang  ada  pada  perbuatan  itu.  Kalau  perbuatan  yang 

melanggar  larangan  itu  dianggap  sah,  berarti  mengakui  adanya keburukan-

keburukan  tersebut.  Padahal  meninggalkan  keburukan-keburukan diwajibkan 

agama dan harus didahulakan dari pada menarik keuntungan.
6
 

Penerapan kantong plastik berbayar sudah sesuai dengan syarat-syarat 

dalam maslahah mursalah: 

1. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu maslahah yang 

berhubungan dalam bidang muamalah bukan dalam bidang akidah 

ataupun ibadah. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh KLHK, 

temuan di lapangan menunjukan penurunan jumlah penggunaan kantong 

plastik sekali pakai rata-rata 25% selama periode Januari – Maret 2016. 

Pemerintah juga sudah menyiapkan aturan berupa peraturan menteri 

sehingga kebijakan tersebut mendapat kepastian hukum. 

2. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan maslahah yang umum 

bukan maslahah yang bersifat peroarangan.  Tujuan kebijakan tersebut 

secara jelas adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga 

                                                           
6
 A. Hanafi, Usul Fiqih, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Wijaya, 1989), 40. 
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lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua 

masyarakat. 

3. Kebijakan kantong plastik berbayar tidak bertentangan dengan tujuan 

syara’ dan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Dalam kebijakan 

tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (hifdzu al-nafs) 

karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai 

dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia. 

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan sebuah aturan pemerintah 

yang tidak diatur dalam dalil al-quran maupun hadis. Namun, tujuan dari 

penerapan kebijakan ini adalah untuk mengurangi pencemaran sampah yang 

sesuai dengan kemaslahatan kalangan umum. 

Maksud dari tujuan kebijakan tersebut juga tidak bertentangan dengan 

maqa>s}id al-shari>‘ah. Dalam kebijakan tersebut terdapat sebuah tujuan yang 

melindungi jiwa (hifdzu al-nafs). Karena pencemaran sampah dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang juga membahayakan kehidupan 

makhluk hidup.  

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan kantong 

plastik berbayar tidak hanya disambut positif oleh sebagian masyarakat. 

Sebagian masyarakat masih mempertanyakan dana yang terkumpul dari hasil 

penjualan kantong plastik. Dalam surat edaran nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 

sudah disepakati bahwa harga kantong plastik berbayar minimal sebesar 200 
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rupiah, serta hasil dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan yang 

mendukung pelestarian lingkungan. 

Setelah peneliti melakukan research ke Badan Lingkungan Hidup dan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengenai kejelasan dana yang terkumpul 

dari penjualan kantong plastik hanya diketahui oleh pemerintah pusat.
7
 Dapat 

diumpamakan di Surabaya terdapat 747 perusahaan retail. Jika rata-rata 

pengunjung setiap retail adalah 100 pembeli dalam sehari, maka dapat ditemukan 

hasilnya menjadi 74.700 pembeli yang memakai kantong plastik. Harga kantong 

plastik per lembar sebesar 200 rupiah dikalikan dengan 74.700 pembeli hasilnya 

adalah 14.940.000 rupiah. Kesimpulannya di surabaya selama 1 hari dari 747 

perusahaan retail yang dikunjungi oleh 100 pembeli yang menggunakan kantong 

plastik dapat menghasilkan dana yang terkumpul sebesar 14.940.000 rupiah. 

Berdasarkan surat edaran, dana yang terkumpul dari hasil penjualan kantong 

plastik akan digunakan untuk kegiatan lingkungan yang nantinya dapat memberi 

manfaat kepada masyarakat. Namun, sampai saat ini kejelasan mengenai 

penggunaan dana tersebut masih menjadi wacana dan belum direalisasikan secara 

nyata. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat menolak 

kebijakan tersebut. 

Masalah selanjutnya yaitu, sebagian kalangan menilai harga 200 rupiah 

merupakan harga yang sangat murah. Sehingga penerapan kebijakan tersebut 

                                                           
7
 Sutori, Wawancara, Surabaya, 28 Juli 2016. 
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dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengurangan 

sampah kantong plastik.  

Melihat  dari  kondisi  masyarakat  yang  ada,  maslahah yang terkandung 

dalam kebijakan kantong plastik berbayar berupaya  mencari jalan  keluar  

dengan  konsekuensi mendatangkan  manfaat  dan  mengurangi madharat yakni 

mengurangi pencemaran kantong plastik, meskipun masih ada yang tetap merasa 

dirugikan. Setidaknya, ini tidak menyebabkan kerugian yang fatal bagi kedua 

belah pihak. Selain dukungan dari masyarakat, pemerintah juga harus segera 

membuat kepastian hukum yang ditetapkan dalam peraturan menteri sehingga 

dapat dijalankan dan diakui oleh semua pihak yang bersangkutan. Karena pada 

dasarnya pemerintah yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah 

yang berhubungan dengan negara.  


